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BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 379 SERI : A 
 

 
PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 30 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NIAS, 

Membaca : 1. Surat Bupati Nias Nomor 100.3/2281/Setda-Hkm/X/2024 
tanggal 14 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan 
Tertulis untuk penandatanganan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nias dan Rancangan Peraturan Bupati 
Nias; 

2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 
100.3.3.2/11471/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal 
Permohonan Persetujuan Tertulis untuk penandatanganan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan 
Rancangan Peraturan Bupati Nias; 

3. Bukti Tertulis secara Elektronik pada Aplikasi e-perda 
Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 2024, 
menjelaskan jenis Rancangan Peraturan Daerah dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD (Induk, 
Perubahan, Pertanggungjawaban, Pergeseran) tidak 
memerlukan persetujuan, sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024;  
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Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Nomor   1092); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

  7.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

  8.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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  9.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 

  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6948); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63);  

  20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indinesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2023  Nomor 
112); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 2 Tahun 2023 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 59); 

  29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 
Seri A); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 36 Seri A); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

Pasal 1  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 semula sebesar 
Rp.1.061.454.003.843,- bertambah sebesar Rp.77.887.267.740,- sehingga menjadi 
Rp.1.139.341.271.583,-, dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah  

a. Semula  Rp. 980.994.903.825,- 
b. Bertambah Rp. 34.668.923.147,- 
Jumlah Pendapatan Daerah  Rp. 1.015.663.826.972,- 
Setelah Perubahan  

 
2. Belanja Daerah  

a. Semula  Rp. 1.061.454.003.843,- 
b. Bertambah Rp. 77.887.267.740,- 
Jumlah Belanja Daerah  Rp. 1.139.341.271.583,- 
Setelah Perubahan  
Total Surplus/ (Defisit) (Rp. 123.677.444.611,-) 

 
3. Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan Pembiayaan  
1). Semula Rp. 80.459.100.018,- 
2). Bertambah Rp. 43.218.344.593,- 
Jumlah Penerimaan  Rp. 123.677.444.611,- 
Pembiayaan Setelah Perubahan  

b. Pengeluaran Pembiayaan  
1). Semula Rp. 0,- 
2). Bertambah Rp. 0,- 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 0,-  
 Perubahan 
 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 123.677.444.611,- 
 Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,- 
  

Pasal 2  
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini terdiri dari :  
1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang  Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan 
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2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan;  

3.  Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan  Besaran Hibah; 
4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 

Sosial; 
5. Lampiran V  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

6. Lampiran VI  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 
Menurut Urusan Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan;  

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.  

 

 

Pasal 3  
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini. 
 

 

Pasal 4  
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
 

Pasal 5  
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.  
 
 
 

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal  18 Oktober 2024 

Pjs. BUPATI NIAS,        
 

ttd 
 
       YULIANI SIREGAR  

 

 

Diundangkan di Gido 
pada tanggal   18 Oktober 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 

 

SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024  NOMOR : 379 SERI : A 
 


